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Kekerasan berbasis gender online kerap terjadi karena adanya suatu relasi
kuasa. Maraknya pengaruh penggunaan internet terlebih media sosial, semakin
menciptakan penjahat yang lincah pula dalam memanfaatkan keadaan, sehingga
perlu banyak perhatian tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi melalui media
sosial. Pencegahan kasus kekerasan berbasis gender online merupakan salah satu
bentuk kampanye masyarakat dalam mendesak pengesahan Rancangan Undang-
Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kekerasan berbasis gender
bukan merupakan kasus baru di Indonesia, karena diatur dalam beberapa pasal
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun perlindungan hukum korban
kekerasan berbasis gender online masih sangat terbatas. Di sisi lain, dalam hukum
Islam juga terdapat pengaturan tentang kewajiban memberikan perlindungn
terhadap kehormatan manusia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana formulasi
perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online dalam
Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual? (2) Bagaimana
pasal-pasal tentang perlindungan hak korban dalam Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual ditinjau dari maqashid syari’ah?. Tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Magqashid Syari’ah terhadap
formulasi perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender online dalam
rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jenis penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data diambil dari dokumen
kepustakaan seperti buku-buku, majalah, kitab-kitab dan berbagai literatur online.
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Teknik pengumpulan data dikumpulkan berdasarkan dokumentasi data literatur.
Teknik analisis data dengan menggunakan content analysis, comparative analysis
dan critical discourse analysis.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 1) Formulasi perlindungan
hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online dalam RUU PKS
disusun dengan pertama memberikan seperangkat hak kepada korban berupa hak
penanganan, perlindungan dan pemulihan. Kedua memberikan seperangkat hak
dalam penanganan perkara kekerasan seksual, termasuk dalam ruang lingkup
pemeriksaan, tambahan jenis alat bukti, Pelaporan, Penyidikan dan Penuntutan.
Ketiga yaitu memberikan ancaman hukuman kepada pelaku berupa pidana penjara
dan rehabilitasi khusus atau pidana tambahan berupa ganti kerugian, perampasan
keuntungan, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan
hak politik atau pencabutan jabatan atau profesi. Keempat memberikan
seperangkat pemenuhan hak perlindungan hukum berupa pemberian hukuman
pada penyidik, penuntut umum dan kepada Hakim yang tidak melaksanakan
kewajiban. 2) Formulasi perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender
online dalam RUU PKS selaras dengan konsep Magqasid Syari’ah Yyaitu
menerapkan lima konsep dasar magqashid syari’ah diantaranya menjaga agama
(hifzd al diin) karena terdapat peran negara sebagai penjaga agama, menjaga jiwa
(hifzd al nafs) kerana RUU PKS dibuat untuk kesejahteraan masyarakat, menjaga
akal (hifzd al aqgl) karena penjagaan dalam segi fisik dan psikis yang
dikedepankan dalam RUU PKS ini, menjaga keturunan (hifzd al nasl) karena
dalam RUU PKS memuat bagaimana kesalingan dalam menjaga reproduksi antara
suami istri dan menjaga harta (hifzd al maal) karena RUU PKS mengatur
penanggungan materi kepada korban karena terjadinya tindakan kekerasan
seksual.
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Online gender-based violence often occurs because of a power
relationship. The rise of the influence of the use of the internet, especially social
media, is increasingly creating criminals who are also agile in taking advantage of
the situation, so it needs a lot of attention about crimes that occur through online
media. Prevention of cases of online gender-based violence is a form of public
campaign to urge the ratification of the Draft Law on the Elimination of Sexual
Violence. Although legal protection for victims of online gender-based violence is
still very limited. Gender-based violence is not a new case in Indonesia, as it is
regulated in several Criminal Laws (KUHP). On the other hand, in Islamic law
there are also arrangements regarding the obligation to provide protection for
human honor.

The formulation of the problem in this study are: (1) How is the
formulation of legal protection for victims of online gender-based violence in the
Draft Law on the Elimination of Sexual Violence? (2) How are the articles
concerning the protection of victim’s rights in the Draft Law on the Elimination of
Sexual Violence in terms of magashid shari’ah?. The purpose of this study is to
find out Magashid Syari‘ah's review of the formulation of legal protection for
victims of online gender-based violence in the draft law on the elimination of
sexual violence.

This type of research is normative legal research where this research is
carried out by examining library materials or secondary data. Sources of data are
taken from library documents such as books, magazines, books and various online
literatures. Data collection techniques were collected based on literature data
documentation. The data analysis technique uses content analysis, comparative
analysis and critical discourse analysis.
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The results of this research 1) The formulation of legal protection for
victims of online gender-based violence in the PKS Bill is prepared by first
providing a set of rights to victims in the form of the right to handle, protect and
recover. Second, it provides a set of rights in handling cases of sexual violence,
including within the scope of examination, additional types of evidence, reporting,
investigation and prosecution. The third is to give threats of punishment to the
perpetrators in the form of imprisonment and special rehabilitation or additional
penalties in the form of compensation, deprivation of profits, social work, special
guidance, revocation of custody rights, revocation of political rights or revocation
of positions or professions. Fourth, it provides a set of fulfillment of legal
protection rights in the form of giving punishments to investigators, public
prosecutors and to judges who do not carry out their obligations. 2) The
formulation of legal protection for victims of online gender-based violence in the
PKS Bill is in line with the Maqgasid Syari ‘ah concept, namely applying the five
basic concepts of magqashid shari’ah including protecting religion (hifzd al diin)
because there is a role for the state as guardian of religion, protecting souls (hifzd
al diin) because the PKS Bill was made for the welfare of the people, guarding the
mind (hifzd al agl) because of the physical and psychological safeguards that are
put forward in this PKS Bill, protecting offspring (hifzd al nasl) because the PKS
Bill contains how to maintain reproduction between husbands wife and guard
property (hifzd al maal) because the PKS Bill regulates material coverage for
victims due to acts of sexual violence.
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